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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ¢ »  TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD} ke dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan;

bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan
tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan dalam
rangka memberikan landasan hukum terhadapdokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimalksud
dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoér
4438); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daeraly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tei‘ztang _
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia MNomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah WNomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Inidonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ‘tentang' o

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Bvaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerali .-
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang = -

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintal Daerah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); -

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 'tem{ang: = _
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan -
Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah -

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
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13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tenfang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)}  Provinsi Kalimantan Barat Tshun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAFERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2022.
BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KalimantanBarat.

Pembangunan Daerah adalah wusaha vyang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi
kewenangan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, vang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu

KARD PERANGEAT DARRAN
HuHUM PEMRBAHAREA
3

b | < Ul | L

astsTEN Y | osmRDA Gl




di daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima} tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu)
tahun.

9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.

10. Kebjjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

BAD I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara
formal diformulasikan melalui forum Musrenbang.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program prioritas
vang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan menjadi acuan dalam
penyusunan REKA masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
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Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tezerdu*i dam 8 (delapan) S
Bab, meliputi: : B o e ke T
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umim Kondisi Daer ah

c. Bab Il Kerangka Ekonomi dan Keuangan Da@za‘ﬂ

cd. Bab 1V Sasaran dan Prioritas Pembeﬁgunan Daerah e
e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan habupaien / Kf)ta, R

f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; E

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan }3«%181 ah eﬁan

h. Bab VI Penutup.

(2) Penjabaran RKPD sebagaimana ém’zaksud pada a}at {1} ﬁercanmm
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak: tezpasahkaﬂ cia?:z
Peraturan Gubernur ini. _ .

BAB T1I |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tang fral dzundangkan
Agar setlap orang merzgetahuinya, memez‘zmahk;an pelwundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya- daiam Beuta Daerah :
Provinsi Kalimantan Barat. :

D1tetapkan c'iz i’—"Gntianak _
pada tanggal REl Jum 2021

@GUBERN{}R MLIMAN TA.I\; BARM‘ gf’

Diundangkan di Pontianalk
pada tanggal 2gJuni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

?

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T‘AHUN ‘?021 NOMOR




